SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 109 TAHUN,2019 '
: . TENTANG . v o
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
| DINAS PERHUBUNGAN

~ DENGAN RAHMA_T- TUHAN YANG MAHA ESA
' ~ BUPATI KARANGANYAR, '

Menimbang : a. (batha - untuk melaksanakan’ tugas | sesuai
- " kewenangan * dalam "urusan permenntahan bldang. '
A perhubungan yang efektif dan efisien perlu menyusun
struktur dan tata kerja yang efektif; _ ‘
b, bahwa berdasarkan pertlmbangan : sebagalmana :
| dlmaksud dalam, huruf ‘a, perlu menetapkan
Peraturan Bupau tentang Kedudukan Susunan -
- Organisast, Tugas dan Fungs1 serta Tata Kerja Dinas .‘
N .Perhubungan S o
Meﬁgingat L vUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
o ' Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam '
, ngkunga_n Prov1n31 Jawa Tengah S
2. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
_ Aparatur Slpll Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, ‘Tambahan
'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
3. vUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang_'
- Pemerintahan. Daerah - (Lembaran Negara Repubhk ’
Indonesia . Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587)‘
sebagalmana telah beberapa kali dmbah ‘terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
-.tentang Perubahan Kedua Atas’ Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara . Repubhk IndoneSIa Tahun 2015
Nomor 58,- Tambahan Lembaran Negara Repubhk -
Indone51a Nomor 5679), -



Mer_létapkan

4 Peraturan Pernermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang :
Perangkat ‘Daerah (Lembaran ‘Negara Republik -
Indonesia ‘Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Pei‘aturan

- Pemerintah Nomor 72 “Tahun 2019 tentang
'VFA;P_erubahan ‘atas Peraturan . Pevmgrintah Nomor 18

 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402); :

5 Peraturan  Menteri Perhﬁbungan Nomor = 139
- Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas

‘dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang
| ‘Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
- Perhubungan (Berita Negara Repubhk Indonesia
. Tahun 2016 Nomor 1660; | |

6. Peraturan Daerah Kabﬁﬁaten Karahganyar _

"Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

~ Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Karanganyar
- Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

| ,, Kabupaten Karanganyar Nomor 67) scbagalmana telah |

"d1ubah dengan Peraturan Daerah Kabupatcn

Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

‘Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 ‘tentang

‘Pembentukan ‘dan. Susunan ‘Perangkat Daerah"

 Kabupaten Karanganyar : (Lembaran . Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22,
‘Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- vNomor 113)

MVVEMU‘TUSKAN .

PERATURAN BUPATI-TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA.
» DINAS PERHUBUNGAN

'BABI
KETENTUAN _UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatx ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar



2 Pemermtah Dacrah adalah Bupatl sebaga1 unsur."if-”‘ =

L penyelenggara Pemermtahan ‘Daerah yang memlmpm“;_‘:' o

:;-'f:»'._pelaksanaan urusan - pemenntahan yang. men_]adl-.;: N

. kewenanga_n Daerah Otonom R
3. Bupatl adalah Bupat1 Ka.ra.nganyar cr o
- 4 ‘ Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten'

s J:S;_Dlnas Perhubungan ’ adalah Dlnas Perhubungan“'}:  ;3_’ 

o Kabupaten Karanganyar

'-f':bé.”Jabatan FungSIOnal adalah sekelompok Jabatan yang

'ﬂber131 fung81 dan tugas berkaltan dengan pelayananj:_g.{f“:
~ fungsional yang berdasarkan pada keahhan dan

s keterampllan tertentu

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI e

Pasal 2

{»(1) Dmas Perhubungan merupakan unsur Perangkat? .vf'.}’-:}:
Daerah yang rnelaksanakan urusan Pemennt ahan“ oy

b1dang perhubungan

‘(2) Dmas Perhubungan d1 plmpm oleh Kep ala Dlnas;vv'l..vf»_;.:._‘:‘vi‘ , _ ‘
’ Perhubungan yang - berkedudukan ‘di bawah dan S
bertanggung Jawab kepada Bupatl melalul Sekretarls

Daerah

Pasal 3

(1) Susunan orgamsas1 Dlnas Perhubungan terdm dan

a. Kepala ST

b Sekretanat terdm dan o .
1. Subbaglan Pcrencanaan dan Keuangan dan ' ‘
2 Subbaglan Umum dan Kepegawalan R

c B1dang Lalu L1ntas dan Angkutan terd1r1 dan e

S 1 Seks1 Lalu Lmtas, Co
2. Seksi Angkutan dan
U ‘Seksi Pengupan Sarana | -
T .,-}d.ngldang Prasarana dan Keselamatan, terdln dan
1. Seksi Prasarana . ¥
| 2. Seksi Keselamatan dan

’3 Seksi. Pengembangan |

e. Kelompok J abatan F‘ungsmnal

(2) Bagan ) susunan Orgamsa31 D1nas Perhubungant'i‘f-‘:;:f,vf n

sebagalmana tercantum » dalam ~Lampiran yang:;

merupakan baglan yang tldak terp1sahkan dan‘
Peraturan Bupat1 ini. * L



BABE
~ TUGAS DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4 .
Kepala Dmas Perhubungan mempunya1 tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemermtahan bidang
~ perhubungan. | : |

| ' Pasal 5 | |
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

~dalam Pasal 4, Kepala Dinas ‘Perhubungan mempunyax o

- fungm :
a. perumusan kebljakan teknis di b1dang lalu lmtas dan
~ angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah
- ‘Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan yang menjadi - kewenangan L

Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang
ditugaskan; o . . :
c. pelaksanaan evaluasx dan pelaporan teknis d1 bldang
lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas -

perbantuan yang ditugaskan;

l. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e pelaksanaan fungsi lam yang sesuai dengan tugas dan .
o fungsmya = - ST

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6
_(1) Sckretanat scbagalmana d1maksud dalam Pasal 3
~ ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas
- Perhubungan. _
. (2) Sekretariat dlplmpm oleh Sekrct:ms, berada di bawah
' dan bertanggung Jawab kepada chala Dinas
= - Perhubungan. ' : ~

: Pasal 7 , :
'Sekretanat Dinas Perhubungan bertugas - memberikan

pelayanan  administratif di . lingkungan  Dinas -

‘Perhubungan. .



‘Pasal 8 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Sekretans mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan; -

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana ‘dan
program kerja; . o ’

c. pembinaan dan pemberian dukungan- admlnlstra51
yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum,
hubungan masyarakat kerumahtanggaan kearmpan
dan kepegawman, _ :

d. pengkoordinasian tata laksana, ‘

e. pengkoordmaman‘ dan  penyusunan p_eraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi
hukum; | . o

f. pengkoordmasmn pelaksanaan Slstem Pengendahan
Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan 1nfonna31

~ dan dokumentasi; o ' o

g. penyelenggaraan pengelolaan barang rmhk/ kekayaanl
Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

h. pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan hngkup tugasnya; dan _ S

i 'pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsmya

Pasal 9

(1) Sekretarlat sebagaimana - dunaksud dalam Pasal 6
' ayat (1), terdiri dari: v
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
) b. Subbagian Umum dan Kepegawalan

“(2) Subbagian sebagaumana dimaksud - pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada:
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

. o = Pasal 10 . }
Kepala  Subbagian Perencanaan  dan KeUangan
sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

. mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana Keg1atan dan
- Anggaran (RKA} / Dokumen Pelaksanaan ‘Anggaran
(DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan

B Anggaran (DPPA), Rencana Strategis; :

" b. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggraaan

Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;



Cmenyusun dan melaksanakan kebljakan anggaran,':‘i

o perbendaharaan dan pertanggung]awaban

d , melaksanakan _teknis pengelolaan keuangan, SR
;”perbendaharaan,v anggaran dan pertanggun’awabanf o

o 'f"perbendaharaan, anggaran dani pcrtanggung]awaban

o f melaksanakan sistem pengendahan intern pemermtah f' L

. if"perbendaharaan anggaran dan pertanggung]awaban

} h meny1apkan bahan ‘ penyusunan 1nforma81 dan -
o | kehumasan, dan D R
R o i‘,' melaksanakan pengelolaan adm1n1stra81 barang

Pasal 11

a melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat R

o b. melaksanakan pengelolaan kepegawalan, L
e melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, dan
4

melaksanakan pengelolaan kear31apan dan hubungan

I masyarakat
. Baglan Ket1ga : .
Bldang Lalu Lmtas dan Angkutan

Pasal 12

H g melakukan evalua31 - dan’ pelaporan fungsy{:f»:v:‘ o

- Kepala Subbag1an Umum dan Kepegawalan Sebagaumana' .
S dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b rnernp],u-IYa1 S

'}(1) Bldang Lalu Llntas dan Angkutan sebagalmana"'."ff“‘ o

 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur SR

pembantu Kepala Dmas Perhubungan

Jawab kepada Kepala Dlnas Perhubungan [ R

Pasal 13

Pasal 14

o mempunya1 fungs1

(2) Bidang Lalu L1ntas ‘dan  Angkutan dlplmpm oleh .
Kepala Bldang, berada di “bawah dan bertanggung:f"-v EREA

L ’ Kepala Bldang Lalu L1ntas dan Angkutan sebagalmana,: . o
- dimaksud’ dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas melaksanakan o |

| ,‘:penylapan perumusan kebuakan, pelaksanaan kebljakan

- serta evalua81 dan pelaporan d1 b1dang lalu dan angkutan

i ‘1 ¥ Dalam melaksanakan ‘tugas sebagalmana dunaksud:v..b L
’ fda.lam Pasal 13, Kepala Bldang Lalu Lmtas dan Angkutan_'i"‘}., N



,}*iivl»:‘Pasal 15 ayat (1) huruf amempunyal tugas: - R
R i‘a.};,menylapkan bahan rencana mduk Jarmgan lalu lmtas o

et f.f.;'j'.Af’aiziv_;:penylapan bahan perumusan kebuakan bldang 18111 -

B llntas, :angkutan dan pengu_uan prasarana

b ‘-f'penylapan bahan pelaksanaan kebl_]akan bldang lalu"vfi’ . :v
lintas, angkutan dan pengu_uan prasarana, e e
- c penylapan “bahan evaluas1 dan pelaporan bldang lalu

lintas, angkutan dan pengujlan prasarana, dan R

a;’,,/”pelaksanaan t_ugas Ia1n sesuai dengan tugas o g '

 fungsinya. L

Pasal 15

o 5“'(1) B1dang Lalu Llntas dan ‘ Angkutan sebagalmana' '

dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terd1r1 darl
a Sek31 Lalu Lmtas, i R :
b Seks1 Angkutan dan T

c Sek51 Pengujlan Sarana

oleh seorang Kepala Sek31 yang berada d1bawah dan"

bertanggung _]awab kepada Kepala Bldang

Pasal 16

i Kepala Seks1 Lalu Lmtas scbagalmana dlmaksud dalam"il,f"fi:'. R

- angkutan jalan; - e T
b.. melaksanakan penycd1aan perlcngkapan Jalan

e ,‘melaksanakan rekayasa lalu l1ntas untuk Jarmganl: - o

o ',‘-'-.';Zd;‘,menylapan bahan persetujuan hasﬂ anallSIS dampak

S lalu llntas_]alan, dan . | R
| .;vv_:.‘¢.;b‘meny1apkan bahan evaluaSI dan pelaporan b1dang Ialu‘_ RN

o . 11ntas

o }";,-,Kepala Seks1 Angkutan sebagalmana dlmaksud dalam

' Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyal tugas e

o faf,,;menylapkan bahan penyusunan kebijakan Penyedlaan‘i.;f»"’,"’ -

L g,angkutan umum untuk angkutan umum dan orang;

:_,““.b'."'menylapkan bahan penetapan pelaYanan angkutan::f o

© perkotaan; -

B _5‘.;‘»:;jc.'vg_menylapkan vbahan rencana umum _]anngan trayek

~ perkotaan dan perdesaan, DR

‘- ,vf*‘d.‘:{menylapakan - bahan peﬁerbﬂ:an iZ trayek -
- penyelenggaraan tak31 dan angkutan kawasan tertentu g -
e "?- n menylapkan bahan penetapan tarif kelas ekonoml, dan--

’ f.f".menylapkan bahan evaluaSI dan pelaporan bldangv.f:{‘_;::b



Pasal 18

| chala Seks1 Pengujlan Sarana sebagaurnana d1maksudv o

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas: v

- a. menyiapkan bahan ' penyusunan kebljakan bldangj{ o

~ pengujian kendaraan bermotor, , o

b. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, dan

¢. menyiapan bahan laporan dan evaluasi pengu_)lanv
kendaraan bermotor :

Bagfan Keémpat
Bidang Prasarana dan Keselamatan -

Pasal 19
(1) Bldang Prasarana dan Keselamatan sebagalmana} .

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur .

pembantu Kepala Dinas Perhubungan

(2) Bidang Prasarana dan Keselamatan d1p1mp1n oleh -
Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. |

v Pasal 20
Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas

" merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di

. bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dlmaksud
dalam Pasal 20, Kepala Bldang Prasarana dan

o :[ ‘ Keselamatan mempunyai fung31

a. perumusan kebijakan di bidang prasaran, keselamatan
dan pengembangan transportasi; o o

" b. pelaksanaan  kebijakan - di = bidang prasaran,

keselamatan dan pengembangan transportasi;

~ c¢. Penyiapan evaltiasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang prasaran, keselamatan ‘dan
pengembangan transportasi; dan -

d. pelaksanaan tugas lain sesua1 dengan tugas fungsmya '

' Pasal22 |
. (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana
~ dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdlrl dari: -
a. Seksi Prasarana

b. Seksi Keselamatan; _dan

c. Seksi Pengembangan.



(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
= ~oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
' bertanggung _]awab kepada Kepala Bldang

_ Pasal 23
Kepala Sek51 Prasarana sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas '
a. menyiapkan bahan penyusunan ‘kebijakan di bldang
- pengelolaan terminal dan parkir;
b. melaksanakan pengelolaan teminal tipe C;
C.. melaksanakan pengelolaan parkn' dan
d. menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan
dan pengembangan fasilitas parkir.

Pasal 24
, Kepala Seksi Keselamatan sebagmmana dimaksud dalam.
Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: '
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bldang
audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas _]alan, laik
~ fungsi keselamatan sarana dan prasarana, o
b. memfasilitasi ‘manajemen = dan penanganan
~ keselamatan di jalan; ' v
c. menfasilitasi promosi dan kemltraan keselamatan
pengusahaaan angkutan umum dan kclalkan
kendaraan; dan -
‘ d.-melaksanakan penegakan hukum b1dang lalu 11ntas'
~ dan angkutan jalan. :

S : Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan sebagaimana dlmaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas:

~ a. menyiapkan bahan penyusunan kebuakan di b1dang
- pemaduan moda,

b. melaksanakan pengembangan teknologl perhubungan,
~dan |

- ¢. melaksanakan pengémbangan lingkungan

. perhubungan. e

~ Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 26 .
’ Kelompok ‘Jabatan - Fungsional dxtetapkan berdasarkan
| peraturan pemndang—undangan ’



Pasal 27

;*}f‘:}(l) Kelompok Jabatan Fungswnal terdln dan tenaga'.‘,f L

bldang keahllannya

fungs1onal yang terbag1 dalam kelompok sesua1 dengan; - o

o 2 Jumlah _]abatan Fungsmnal sebaga.lmana dlmaksud“‘f-;
-~ pada ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan B

beban kerja

. (3) Jenis . dan _]en]ang Jabatan Fungsmnal sebagaumana j: o
dlmaksud pada ayat (2), dlatur sesua1 peraturan' R

perundang—undangan ,: I

Pasal 28

Jabatan Fungs1ona1 melaksanakan tugas - dan ERERRI
s bertanggung Jjawab kepada Kepala Dmas Perhubungan'- IR

Pasal 29 E

- melalm Sek31/ Subbaglan dan atau Bldang/ Sekretansv_,,,‘_‘.‘_v_»;: o
sesuai - Jenls da_n Jen_]ang _]abatannya yang memlhkl_'i .
e keterkaltan dengan Pelaksanaan t,ugas,. ,Jabatanf R

. : f;_:‘Kepala Dmas Perhubungan meny@palkan laporan hasﬂ.,i | R

o pelaksanaan urusan pemenntahan kepada Bupatl

Pasal 30

o (1) Kepala Dmas Perhubungan membuat usulan ana1131s’ o

Jabatan, peta jabatan anahsls beban keqa, dan uralan' BRI

: tugas kepada Bupat1

) »,-»:(2) Anahsm Jabatan Peta _labatan anahsls beban keI]a,-” SO

dan uralan tugas dltetapkan oleh Bupat1

Pasal 3 1

1ntegras1, dan smkromsasx e - Lo
  :.:3.'(2) Kepala D1nas Perhubungan, Sekretans, Kepala Bldang, :
et Kepala Sek31 dan Kepala Sub . Baglan melaksanakan

3:’:""(1) Kepala DlnaS Perhubungan Sekretans Kepala Bldang,.:_'.‘ :
Kepala -Seksi : dan Kepa.la Sub Baglan dalamv‘ o
melaksanakan tugas menerapkan pnn51p koord1nas1, L

tugas menerapkan prm31p perencanaan,} o

R . "pelaporan

pengorgamsas1an, : pemantauan, , evalua31 dan



. (3} Kepala Dmas Perhubungan Sekretans Kepala Bldang, S

Kepa.la Seks1 dan Kepala Sub Baglan melaksanakan_"j,;; ) ;,»,‘ '

31stem pengendahan mtern pemenntah

Pasa.l 32 —

(1) Kepala D1nas Perhubungan bertanggung jéwai‘b;;-jf

memlmpln, B mengoordlnaSIkan ~dan- membenkan}f{v» S

pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan

. ‘(2) Kepala Dlnas Perhubungan melaksakan pengawasan».::» -

tugas bawahan dan mengambll Iangkah langkah yang‘

dlperlukan f sesual dengan ketentuan peramran"v"-‘; R

R ‘: perundang-undangan

Pasal 33

Kepala Dlnas Perhubungan Wa_]lb menyampmkan laporan"»f:» L
Lo berkala tepat pada Waktunya ’ SR

Pasal 34

.’j »”:Dalam melaksanakan tugas d1 w1layah Kepala Dlnas}f'_--,”. :
Perhubungan wa_]lb melakukan koordma51 dengan Camat s |

9 BAB V _
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35 ,‘ - -

| peJabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupat;r_}  : :
- ini tetap menduduk1 Jabatannya dan mclaksanakan S
S tugasnya sampa1 dengan dltetapkannya pejabat yang baru »‘ o

o B berdasarkan Peraturan Bupatl ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP ', B S S

Pasal 36

i,vPada saat Peraturan Bupatl 1n1 mu1a1 berlaku Peraturan e
REERY Bupau Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentangv o
Kedudukan, Struktur Organlsasu, ’I‘ugas, F‘ungm dan Tata'

o Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan - Kawasan

e d an dmyatakan tldak berlaku

f{f__-f"Permuklmam Kabupaten KaranganYar (Benta Daerah o :
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 103), dlCﬁbut S



Pasal 37

- Peraturan Bupati ini “ mula1 ‘berlaku pada tanggal |

" diundangkan.

" 'Agar" setiab ' oréng -mengetahuinya; memerintahkan
pengundangan Peraturan = Bupati ini  dengan
- penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

~ Karangayar.

Ditefapkan di Karanganyar .

pada tanggal 30 Desember 2019 |

BUPATI KARANGANYAR,
L ottd

'~ JULIYATMONO

Dxundangkan di Karanganyar :
B pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRE’I‘ARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 109
- Salinan sesuai dengan aslmya
SEKRETARIAT DAERAH




LAMPIRAN
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 109 TAHUN 2019 :
TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS: ‘DAN - FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISAST.
DINAS PERHUBUNGAN

Képalé .
I Sekretariat
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